
 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  P-26/BC/2009 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI 

 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang 
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau 
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan 
Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, perlu menetapkan Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penundaan 
Pembayaran Cukai; 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 
tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha 
Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang 
Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN 
CUKAI.  
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pengusaha Pabrik adalah  orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan 
pabrik. 

2. Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena 
cukai ke dalam daerah pabean. 

3. Penundaan pembayaran cukai yang selanjutnya disebut penundaan adalah 
kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa 
dikenai bunga. 

 

 

 

 



 
 

 
 

- 2 - 
 

 

 

4. Jatuh tempo penundaan adalah hari terakhir pembayaran cukai tanpa dikenakan 
denda. 

5. Jaminan bank dalam rangka penundaan pembayaran cukai yang selanjutnya disebut 
jaminan bank adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang 
mewajibkan pihak bank membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila 
pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). 

6. Jaminan dari perusahaan asuransi berupa excise bond dalam rangka  penundaan 
pembayaran cukai yang selanjutnya disebut excise bond adalah sertifikat jaminan 
yang diterbitkan oleh surety yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai 
kepada obligee dalam hal principal gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Jaminan perusahaan atau corporate guarantee dalam rangka penundaan pembayaran 
cukai yang selanjutnya disebut jaminan perusahaan adalah surat pernyataan tertulis 
dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh utang cukainya 
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk sehubungan 
dengan penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu yang ditentukan dengan 
menjaminkan seluruh aset perusahaannya. 

8. Penjamin atau surety dalam rangka penundaan pembayaran cukai yang selanjutnya 
disebut surety adalah perusahaan asuransi umum yang memiliki izin usaha di 
Indonesia untuk memasarkan excise bond dan bertanggung jawab untuk melakukan 
penutupan jaminan.  

9. Terjamin atau principal dalam rangka penundaan pembayaran cukai yang selanjutnya 
disebut principal adalah perusahaan yang mendapat kemudahan  penundaan 
pembayaran cukai yang terikat kewajiban yang timbul dari kemudahan tersebut. 

10. Penerima jaminan atau obligee dalam rangka penundaan pembayaran cukai yang 
selanjutnya disebut obligee adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang 
ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari principal 
dalam rangka  penundaan pembayaran cukai. 

11. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang disusun secara teratur dan disajikan 
secara ringkas atas transaksi keuangan dari pengusaha pabrik atau importir, yang 
paling sedikit meliputi neraca dan laporan laba rugi. 

12. Likuiditas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau Importir untuk memenuhi 
seluruh kewajiban atau utang jangka pendeknya. 

13. Solvabilitas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau Importir untuk melunasi 
seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. 

14. Rentabilitas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau Importir untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu. 

15. Hari adalah hari kalender. 

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

17. Kantor wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

18. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
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Pasal 2 
 
(1) Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir atas pemesanan 

pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. 

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:  
a. 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk 

Pengusaha Pabrik; atau 
b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk 

Importir. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), bagi Pengusaha Pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau melebihi yang 
dijual di dalam negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun anggaran 
berjalan yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan  pita cukai, dapat diberikan 
penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. 

 
Pasal 3 

 
(1) Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan: 

a. untuk Pengusaha Pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata–rata per bulan 
yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 
6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; 

b. untuk Importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata–rata per bulan yang 
paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 
(enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.  

(2) Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan 
dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan. 

 
Pasal 4 

 
Untuk pemesanan pita cukai dengan mendapatkan penundaan, berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Pengusaha Pabrik wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari 

perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan; atau 
b. Importir wajib menyerahkan jaminan bank. 

 

Pasal 5 

Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harga 
jual eceran dan/atau tarif cukai yang mengakibatkan kenaikan nilai cukai yang wajib 
dibayar, Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan permohonan penyesuaian 
nilai cukai yang diberikan penundaan. 

 
BAB II 

PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN  
Pasal 6 

(1) Untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir 
harus mengajukan permohonan penundaan secara tertulis kepada: 
a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; 
b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya;  
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau  
d. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya. 
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(2) Terhadap permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan  
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. 

b. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan  
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya atas nama Menteri Keuangan. 

c. untuk permohonan penundaan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, 
ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri 
Keuangan. 

d. penundaan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari 
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi Pengusaha Pabrik atau Importir 
yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana  dimaksud pada huruf a. 

2. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi Pengusaha Pabrik atau 
Importir yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana  dimaksud pada 
huruf b. 

Pasal 7 

(1)  Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diajukan oleh 
Pengusaha Pabrik atau Importir harus dilampiri dengan: 
a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 
b.  Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan 

opini wajar tanpa pengecualian : 
1. bagi Pengusaha Pabrik,  untuk  2 (dua) tahun terakhir berturut-turut 

sebelum pengajuan permohonan dalam hal menggunakan jaminan 
perusahaan atau untuk 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan 
permohonan dalam hal menggunakan jaminan bank atau jaminan dari 
perusahaan asuransi; 

2. bagi Importir , untuk  2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum 
pengajuan permohonan dengan menggunakan jaminan bank. 

c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang 
bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; 
dan 

d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan.  

(2) Terhadap permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha 
Pabrik atau Importir wajib memberitahukan jenis jaminan yang akan dipergunakan 
dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 (3) Dalam hal Pengusaha Pabrik meminta pengecualian ketentuan jangka waktu 
penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), permohonan penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri: 

a. daftar rekapitulasi realisasi ekspor hasil tembakau berdasarkan dokumen 
mutasi barang kena cukai untuk tujuan ekspor dan dokumen pemberitahuan 
ekspor barang kena cukai (dokumen PEB) dalam 1 (satu) tahun anggaran 
sebelum tahun anggaran berjalan dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan 
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b. daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri berdasarkan 
dokumen pemesanan pita cukai dalam 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun 
anggaran berjalan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

BAB III 
PENYELESAIAN PERMOHONAN PENUNDAAN 

Pasal 8 

(1) Setelah menerima permohonan penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap 
kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi 
dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor 
mengembalikan permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir untuk 
dilengkapi. 

Pasal 9 

(1) Terhadap pemberitahuan jenis jaminan yang akan dipergunakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Kepala Kantor melakukan penelitian pemenuhan 
persyaratan jaminan.  

(2) Penelitian pemenuhan persyaratan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan yang baik 
berupa: 
a.    Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar 

dengan hutang lancarnya; 
b. Solvabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara total aktiva 

dengan total hutang; dan 
c.  Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan total modal. 

Pasal 10 

(1) Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan perusahaan yang akan dipergunakan oleh 
Pengusaha Pabrik apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir: 
a. Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a lebih besar dari 

1 (satu); 
b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf  b lebih  besar  

dari 1 (satu); dan 
c.  Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bernilai positif. 

(2) Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan dari perusahaan asuransi yang akan 
dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik apabila dalam 1 (satu) tahun terakhir: 
a.    Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a lebih besar dari 

1 (satu); 
b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b lebih besar dari 

1 (satu); dan  
c.  Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bernilai positif. 

(3) Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan bank yang akan dipergunakan oleh 
Pengusaha Pabrik  apabila dalam 1 (satu) tahun terakhir: 
a. Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a lebih besar dari 

1 (satu); 
b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat lebih  

kecil  atau sama dengan 1 (satu); dan 
c.  Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat bernilai 

negatif. 
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(4) Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan bank yang akan dipergunakan oleh 
Importir apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir: 
a. Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a lebih besar dari 

1 (satu); 
b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat lebih  

kecil  atau sama dengan 1 (satu); dan 
c.  Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat bernilai 

negatif. 

Pasal 11 

Dalam hal persyaratan jenis jaminan yang akan dipergunakan tidak sesuai, Kepala Kantor 
mengembalikan permohonan penundaan disertai alasan pengembalian. 
 

Pasal 12 

Terhadap penambahan nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor dapat menyetujui dengan 
mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan 
perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf b , antara lain: 
a. Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan 

hutang lancarnya; dan 
b. Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba dengan modal 

yang menghasilkan laba tersebut. 

Pasal 13 

(1) Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat 
diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 
a.    Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a lebih besar dari 1 (satu) 

sampai dengan 1,2 (satu koma dua); dan 
b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b positif. 

(2) Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat 
diberikan sebesar 20% (duapuluh persen) apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 
a.    Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a lebih besar dari 1,2 

(satu koma dua) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga); dan 
b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b positif. 

(3) Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat 
diberikan sebesar 30% (tigapuluh persen) apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 
a.    Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a lebih besar dari 1,3 

(satu koma tiga) sampai dengan 1,4 (satu koma empat); dan 
b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b positif.   

(4) Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat 
diberikan sebesar 40% (empatpuluh persen) apabila memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
a.    Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a lebih besar dari 1,4 

(satu koma empat) sampai dengan 1,5 (satu koma lima); dan 
b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b positif.   

(5) Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat 
diberikan sebesar 50% (limapuluh persen) apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 
a.    Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a lebih besar dari 1,5 

(satu koma lima); dan 
b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b positif.   
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Pasal 14 

Atas permohonan penundaan yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf d, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya meneruskan permohonan 
penundaan tersebut dilengkapi dengan rekomendasi hasil penelitian atas kelengkapan 
dokumen, penggunaan jaminan, dan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan 
penundaan. 

Pasal 15 

(1) Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh Kepala 
Kantor atas nama Menteri Keuangan, Kepala Kantor harus memberikan keputusan 
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan 
secara lengkap di kantor. 

(2) Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh Kepala 
Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah harus 
memberikan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan secara lengkap di kantor. 

(3) Terhadap permohonan pemberian penundaan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor 
Wilayah, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya meneruskan permohonan 
pemberian  penundaan beserta rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah dalam 
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima secara lengkap. 

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui, Kepala 
Kantor atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan 
keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditolak, Kepala Kantor 
atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan 
menyebutkan alasan penolakan. 

(6) Dalam hal jangka waktu dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atau ayat (2) terlewati, Kepala Kantor atau Kepala Kantor Wilayah atas nama 
Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran 
cukai.  

Pasal 16 

(1) Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (4) atau ayat (6) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan 
keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai. 

(2) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak dapat mengajukan permohonan penundaan 
selama jangka waktu keputusan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) masih berjalan. 

 

BAB IV 
PENYESUAIAN NILAI CUKAI YANG DIBERIKAN PENUNDAAN 

 
Pasal 17 

(1) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
harga jual eceran dan/atau tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengusaha 
Pabrik atau Importir dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai dengan 
menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 
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(2) Besarnya penyesuaian nilai cukai yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase rata-rata 
kenaikan tarif cukai sebagai akibat adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai harga jual eceran dan/atau tarif. 

(3) Permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan penundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan perhitungan besarnya penyesuaian nilai 
cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
V  Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 18 

(1) Dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diajukan oleh Pengusaha 
Pabrik atau Importir sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) disetujui, Kepala 
Kantor atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan 
keputusan mengenai perubahan besaran nilai cukai dengan menggunakan contoh 
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Atas keputusan penyesuaian pemberian penundaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir yang menggunakan jaminan yang berlaku 
atas keseluruhan pemesanan pita cukai dalam satu periode keputusan pemberian 
penundaan harus menyesuaikan besaran jaminan. 

(3) Dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diajukan oleh Pengusaha 
Pabrik atau Importir sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ditolak, Kepala 
Kantor atau Kepala Kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat 
pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. 

 
BAB V 

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN 
 

Pasal 19 

(1) Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk Pengusaha Pabrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan 
sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai. 

(2) Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk Importir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan 
sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai. 

(3) Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
jatuh pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank 
Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat 
dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum 
jatuh tempo. 

Pasal 20 

(1) Pengusaha Pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan 
perusahaan dan tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, 
wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang. 

(2) Dalam hal Pengusaha Pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan 
jaminan perusahaan tidak membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi 
berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor atau pejabat yang 
ditunjuk tidak melayani pemesanan pita cukai yang diajukan Pengusaha Pabrik yang 
dimulai pada hari kerja berikutnya setelah jatuh tempo penundaan. 
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(3) Pengusaha Pabrik yang tidak dilayani pemesanan pita cukainya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilayani kembali pemesanan pita cukainya secara tunai 
jika: 

a. telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi 
administrasi berupa denda; 

b. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan sanksi administrasi 
berupa denda; 

c. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan mengajukan 
keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda; 

d. telah membayar utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi 
administrasi berupa denda; atau 

e. telah membayar utang cukai dan mendapatkan persetujuan pengangsuran 
sanksi administrasi berupa denda. 

 

Pasal 21 

(1) Pengusaha Pabrik atau Importir yang mendapatkan penundaan dengan 
menyerahkan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dan tidak 
menyelesaikan pembayaran cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan,  berlaku 
ketentuan sebagai berikut:  

a. jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dicairkan;  

b. Pengusaha Pabrik atau Importir tersebut dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang; dan  

c. pemesanan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik atau Importir  tidak dilayani. 

 
(2) Pengusaha Pabrik atau Importir yang tidak dilayani pemesanan pita cukainya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilayani kembali pemesanan pita 
cukainya secara tunai, jika telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada 
waktunya dan melunasi  sanksi administrasi berupa denda kecuali sanksi 
administrasi berupa denda tersebut telah mendapatkan persetujuan pengangsuran 
atau sedang diajukan keberatan. 

Pasal 22 

(1) Apabila sampai dengan jatuh tempo penundaan Pengusaha Pabrik atau Importir 
tidak menyelesaikan kewajibannya, bank penjamin atau surety harus melakukan 
pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak jatuh tempo penundaan. 

(2) Pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan 
(SPJ). 

(3) Bank penjamin atau surety harus mencairkan jaminan sebesar nilai cukai yang 
terutang dan memberitahukan pencairan tersebut kepada Kepala Kantor. 

(4) Dalam hal bank penjamin atau surety tidak melakukan pencairan jaminan bank atau 
jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3): 

a. jaminan baru yang diterbitkan oleh bank penjamin atau surety yang 
bersangkutan tidak dilayani sampai dengan kewajiban pencairan jaminan 
dipenuhi; dan 

b. terhadap cukai yang terutang dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 23 

Tata cara pencairan jaminan bank atau excise bond sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini. 
 

BAB VI 
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN 

 PEMBERIAN PENUNDAAN  

Pasal 24 

Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (4) atau ayat (6), dibekukan: 

a. selama 6 (enam) bulan, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir melakukan 
pelanggaran di bidang cukai;  

b. selama 6 (enam) bulan, dalam hal hasil pemeriksaan sediaan pita cukai atau hasil audit 
yang dilakukan pejabat bea dan cukai, kedapatan selisih kurang atau lebih yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan dari jumlah pita cukai yang seharusnya ada sesuai 
buku atau catatan sediaan pita cukai; 

c. dalam hal Pengusaha Pabrik yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank 
atau jaminan dari perusahaan asuransi atau Importir yang mendapatkan penundaan 
dengan jaminan bank, sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat 
tagihan selain utang cukai yang tidak diselesaikan pembayaran cukainya pada saat 
jatuh tempo penundaan, yang nilainya masih kurang dari 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari jumlah tagihan. 

Pasal 25 

Keputusan persetujuan penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (4) atau ayat (6), dicabut dalam hal: 

a. atas permohonan Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan; 

b. NPPBKC Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan dicabut; 

c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk 
Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan 
Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, tidak lagi dipenuhi; 

d. Pengusaha Pabrik atau Importir tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai 
sampai jatuh tempo penundaan;  

e. Pengusaha Pabrik atau Importir belum menyelesaikan utang cukai, kekurangan cukai, 
dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai jatuh tempo; dan/atau 

f. Pengusaha Pabrik atau Importir dijatuhi sanksi pidana di bidang cukai yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 26 
 

(1) Pengusaha Pabrik atau Importir yang keputusan pemberian penundaannya telah 
dibekukan atau dicabut, wajib menyelesaikan pembayaran cukai paling lama pada 
saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 

(2) Pengusaha Pabrik atau Importir yang dibekukan keputusan penundaan pembayaran 
cukainya, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan selama masa 
pembekuan.  

(3) Pengusaha Pabrik atau Importir yang dicabut keputusan penundaan pembayaran 
cukainya, dapat mengajukan kembali permohonan penundaan setelah 1 (satu) tahun 
sejak tanggal pencabutan. 
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BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 

Keputusan pemberian penundaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2006 tentang Pemberian Penundaan 
Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau masih tetap berlaku sesuai 
jangka waktu yang ditetapkan. 

 

 
BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 28 
 
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2006 tentang Pemberian Penundaan 
Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
 

Pasal 29 
 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2009. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.  

 
 
 Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal   27  Mei 2009              

DIREKTUR JENDERAL 
 
TTD 
 
 
ANWAR SUPRIJADI                                                          
NIP 120050332 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
BEA DAN CUKAI NOMOR                        
P-26/BC/2009 TENTANG TATA CARA 
PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI 

 
 

Lampiran Surat Permohonan 
Penundaan Pembayaran Cukai 
Atas Pemesanan Pita Cukai 
Nomor:............(1)............ 
tanggal ...........(2)............. 

         
Perihal : Pemberitahuan jenis jaminan yang akan dipergunakan 
 
 
Kepada Yth. ....................(3)........................ 
di .........……….................(3)………..…….. 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama :  ……………(4)…………………. 
Jabatan  :  ……………(5)…………………. 
Alamat  :  ....................(6)............................. 

 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......................(7)............................ NPPBKC 
............(8)...................berkedudukan di ...........(9)................, dengan ini memberitahukan jenis 
jaminan yang akan dipergunakan dalam rangka penundaan pembayaran cukai berupa 
jaminan................(10)...........  

 
Jaminan tersebut diatas akan kami serahkan pada saat mengajukan pemesanan pita cukai 
dengan mendapatkan penundaan. 
 
Pemberitahuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat permohonan 
penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai yang kami ajukan. 
 
Demikian pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami menyatakan sanggup 
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila di kemudian hari ternyata 
pemberitahuan ini tidak benar. 
 
 

Pemohon 
 
 
 
(.…(4)…….) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 
Nomor (1)  : Diisi nomor urut Surat Permohonan Penundaan Pembayaran 

Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai yang dibuat oleh pemohon. 
Nomor (2) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan. 
Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan permohonan 

penundaan. 
Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan 

penundaan. 
Nomor (5) : Diisi jabatan orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan 

penundaan. 
Nomor (6) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan atau 

perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan 
permohonan. 

Nomor (7) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang yang 
mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam 
NPPBKC. 

Nomor (8) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan. 
Nomor (9) : Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan. 
Nomor (10)  Diisi jenis jaminan yang akan dipergunakan, misalnya: jaminan 

perusahaan. 
 
 
 
 
         
 

DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
BEA DAN CUKAI NOMOR                         
P-26/BC/2009 TENTANG TATA 
CARA PENUNDAAN 
PEMBAYARAN CUKAI 
 

 
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI EKSPOR HASIL TEMBAKAU  

TAHUN ANGGARAN 20…(a).. 
 
 

Nama Perusahaan : ….………(b)………........................ 
NPPBKC  : …….……(c)………………………  
 
No. 
Urut 

Dokumen mutasi BKC untuk 
tujuan ekspor 

Dokumen pemberitahuan 
ekspor barang (PEB) 

Keterangan

No. Tanggal Jenis 
HT 

Jml 
Batang/

Gram 

No. Tanggal Jml 
Batang/ 

Gram 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 TOTAL   TOTAL   
 
 
 

Pemohon 
 
 
 
(.......(d)........) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 
Huruf  (a)  : Diisi tahun anggaran realisasi ekspor hasil tembakau. 
Huruf  (b) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang yang 

mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam NPPBKC.
Huruf  (c) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan. 
Huruf  (d) : Diisi nama lengkap pemohon. 
Kolom  (1) : Diisi nomor urut . 
Kolom  (2) : Diisi nomor dokumen mutasi BKC untuk tujuan ekspor. 
Kolom  (3) : Diisi tanggal dokumen mutasi BKC untuk tujuan ekspor. 
Kolom  (4)  Diisi jenis hasil tembakau. 
Kolom  (5) : Diisi jumlah hasil tembakau yang diangkut sesuai dokumen 

mutasi BKC untuk tujuan ekspor dalam satuan batang atau gram.  
Kolom  (6) : Diisi nomor dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB). 
Kolom  (7) : Disi tanggal dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB). 
Kolom  (8)  Diisi jumlah hasil tembakau yang telah diekspor sesuai dokumen 

pemberitahuan ekspor barang (PEB) dalam satuan batang atau 
gram. 

Kolom  (9) : Diisi keterangan apabila diperlukan. 
 

 
 

 
 
 
 

DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
BEA DAN CUKAI NOMOR                         
P-26/BC/2009 TENTANG TATA 
CARA PENUNDAAN 
PEMBAYARAN CUKAI 

 
 
 
 

DAFTAR REKAPITULASI PENJUALAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI  
BERDASARKAN DOKUMEN PEMESANAN PITA CUKAI 

TAHUN ANGGARAN  20.....(a) ....... 
 
Nama Perusahaan : ….………(b)………........................ 
NPPBKC  : …….……(c)……………………… 
 

NO 

DOKUMEN 
PEMESANAN PITA 

CUKAI (CK-1) JENIS HT JUMLAH 
BATANG/GRAM NILAI CUKAI 

NO TANGGAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

TOTAL    
 
 
 

 Pemohon 
 
 
(......(d)........) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 
Huruf  (a)  : Diisi tahun anggaran pemesanan pita cukai. 
Huruf  (b) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang yang 

mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam 
NPPBKC. 

Huruf  (c) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan. 
Huruf  (d) : Diisi nama lengkap pemohon. 
Kolom  (1) : Diisi nomor urut . 
Kolom  (2) : Diisi nomor dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 
Kolom  (3) : Diisi tanggal dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 
Kolom  (4) : Diisi jenis hasil tembakau yang dipesankan pita cukainya . 
Kolom  (5) : Diisi jumlah hasil tembakau yang dipesankan pita cukainya 

dalam satuan batang atau gram. 
Kolom  (6) : Diisi nilai cukai atas hasil tembakau yang dipesankan pita 

cukainya. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 
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LAMPIRAN  IV 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
BEA DAN CUKAI NOMOR                         
P-26/BC/2009 TENTANG TATA 
CARA PENUNDAAN 
PEMBAYARAN CUKAI 

 
 
Nomor  : .………(1)…….......      ........(2)..........., .................. 
Lampiran : ……….(3)……....... 
Perihal :  Permohonan Penyesuaian Nilai Cukai  

Atas Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai 
 
Kepada Yth. .................(4)................................ 
melalui..........................(5)................................. 
di .........……….............(6)………….......…….. 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama  : ……………(7)………..…………. 
Jabatan  : ……………(8)……..……………. 
Alamat  : ....................(9)............................... 
 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......................(10)............................ 
NPPBKC ............(11)..............  berkedudukan di ...........(12)................, dengan ini 
mengajukan permohonan Permohonan Penyesuaian Nilai Cukai atas Pemesanan Pita 
Cukai sebesar Rp..........(13)........................ (...............................(14)........................................) 
dengan lampiran sebagai berikut : 
1.   Daftar pemesanan pita cukai selama 6 (enam) bulan terakhir, 
2.  Perhitungan besarnya penyesuaian nilai cukai yang dapat diberikan penundaan 

pembayaran. 
3. Fotocopy surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai 

Nomor........(15)..........  
 
Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami menyatakan 
sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila di kemudian 
hari ternyata permohonan ini tidak benar. 
 

Pemohon 
 
(Materai) 
 
(…(16)….) 

 
 
 
 
Tembusan: 
...............(17)................. 
 
 
 



 

 
 

 

 

-19- 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 
Nomor (1)  : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. 
Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan. 
Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu 

berkas. 
Nomor (4) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan permohonan 

penundaan. 
Nomor (5) : Diisi nama serta alamat kantor yang mengawasi pabrik atau 

importir dalam hal permohonan penundaan diajukan ke Kantor 
Wilayah. 

Nomor (6) : Diisi lokasi kantor tempat diajukaannya permohonan 
penundaan. 

Nomor (7) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan 
penundaan. 

Nomor (8) : Diisi jabatan orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan 
penundaan. 

Nomor (9) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan atau 
perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan 
permohonan.  

Nomor (10)  Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang yang 
mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam 
NPPBKC.  

Nomor (11) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan. 
Nomor (12) : Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan. 
Nomor (13) : Diisi nilai penundaan pembayaran cukai (penyesuaian 

penundaan) dalam angka. 
Nomor (14)  : Diisi nilai penundaan pembayaran cukai (penyesuaian 

penundaan) dalam huruf. 
Nomor (15) : Disi nomor dan tanggal surat keputusan pemberian penundaan 

pembayaran cukai sebelumnya. 
Nomor (16) : Diisi nama lengkap pemohon. 
Nomor (17) : Diisi kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi 

kantor tempat permohonan penundaan diajukan. 
   
 
 
         
 

 
 
DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI 
NIP 120050332 
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      LAMPIRAN V 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
BEA DAN CUKAI NOMOR                         
P-26/BC/2009 TENTANG TATA 
CARA PENUNDAAN 
PEMBAYARAN CUKAI 
 

                                         CONTOH 
PERHITUNGAN BESARNYA PENYESUAIAN NILAI CUKAI  

YANG DIBERIKAN PENUNDAAN  
 

Nama Perusahaan : ……………(A)………................. 
NPPBKC  : ……………(B)……………….…  

 
I.  NILAI PENUNDAAN CUKAI SEBELUM KENAIKAN TARIF CUKAI 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ........(C )..............tanggal 
...................(D ).................. tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas 
Pemesanan Pita Cukai ..........(E)........Kepada ........(F).......Di .......(G)................., telah 
diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai dengan rincian 
sebagai berikut: 

 
No. Jenis BKC Nilai Penundaan 
1 SKM : Rp .............(H)....................... 
2 SKT : Rp ..............(I)........................ 
3 ...... : ............................................... 
 ...... : ............................................... 
 ...... : ............................................... 
 TOTAL : Rp .............(H) + (I) +.... ......... 

 
 
 
II. PERHITUNGAN KENAIKAN BEBAN CUKAI 

1. JENIS BKC  : SKM 

N
O. MEREK ISI HJE 

TARIF 
CUKAI 
(LAMA)

TARIF 
CUKAI 
(BARU) 

PERUBAH 
AN 

PRODUKSI 
(BERDA 

SARKAN 
CK-1 

SELAMA 12 
BULAN 

TERAKHIR) 

KENAIKAN 
TERTIMBANG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)={(6)-(5)}/(5) (8) (9)=(7)X(8) 
1. A 12 5000 290 300 0,035 100.000 3.500
2. B 12 4000 210 220 0,048 10.000 480
3. C 12 5200 290 305 0,052 15.000 780

JUMLAH 125.000 4.760
Sub total kenaikan nilai cukai yang diberikan penundaan:  (4.760/125.000) X 100% = 
3,8 % 
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2. JENIS BKC :  SKT  

N
O. MEREK ISI HJE 

TARIF 
CUKAI 
(LAMA)

TARIF 
CUKAI 
( BARU)

PERUBAH
AN 

PRODUKSI 
(BERDA 

SARKAN 
CK-1 

SELAMA 12 
BULAN 

TERAKHIR) 

KENAIKAN 
TERTIMBANG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=((6)-
(5))/(5) 

(8) (9)=(7)X(8) 

1. A 12 3000 200 210 0,050 80.000 4.000
2. B 12 3225 200 215 0,075 4.000 300
3. C 12 4225 200 205 0,025 12.000 300

JUMLAH 96.000 4.600
Sub total kenaikan nilai cukai yang diberikan penundaan:  (4.600/96.000) X 100 %  = 
4,8 % 
 
III. PERHITUNGAN PENYESUAIAN NILAI CUKAI YANG DIBERIKAN   

PENUNDAAN 
 

A.   Penyesuaian Nilai cukai : 
       SKM  =      3,8 % X      .........(H)................... = ...............(J)...................  
       SKT    =      4,8 % X      ..........(I)................... = ................(K)................               
                                                                      Total = ............(J+K)................ 

 
B.   Nilai cukai yang dimintakan penundaan (penyesuaian penundaan) : 
       SKM  =      .......(J)..........+.........(H)................... = ...............(L)...................  
       SKT    =      .......(K)......  + ..........(I)................... = ................(M)................               
                                                                           Total = ............(L+M)................ 

 
 
 
Pemohon  
 
 
 
(.......(N).......) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

 
Huruf  (A)  : Diisi nama pabrik bersangkutan. 
Huruf  (B) : Diisi NPPBKC pabrik bersangkutan. 
Huruf  (C) : Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang 

pemberian penundaan pembayaran cukai sebelumnya. 
Huruf  (D) : Diisi tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang 

pemberian penundaan pembayaran cukai sebelumnya. 
Huruf  (E) : Diisi jenis barang kena cukai. 
Huruf  (F) : Diisi nama pabrik atau importir. 
Huruf  (G) : Diisi lokasi pabrik atau importir. 
Huruf  (H) : Diisi nilai cukai yang diberikan penundaan sebelumnya (per jenis 

BKC). 
Huruf  (I) : Diisi nilai cukai yang diberikan penundaan sebelumnya (per jenis 

BKC). 
Huruf  (J) : Diisi hasil perkalian antara persentase kenaikan beban nilai cukai 

dengan nilai cukai yang diberikan penundaan sebelumnya (per 
jenis BKC). 

Huruf  (K) : Diisi hasil perkalian antara persentase kenaikan beban nilai cukai 
dengan nilai cukai yang diberikan penundaan sebelumnya (per 
jenis BKC). 

Huruf  (L) : Diisi nilai cukai yang dimintakan penundaan (per jenis BKC). 
Huruf  (M) : Diisi nilai cukai yang dimintakan penundaan (per jenis BKC). 
Huruf  (N) : Diisi nama lengkap pemohon. 
Kolom  (1) : Diisi nomor urut. 
Kolom  (2) : Diisi merek hasil tembakau yang dimiliki pabrik atau importir. 
Kolom  (3) : Diisi jumlah batang per bungkus hasil tembakau. 
Kolom  (4) : Diisi hje per bungkus dari tiap merek hasil tembakau. 
Kolom  (5) : Diisi tarif cukai sebelum kenaikan tarif cukai (tarif cukai lama). 
Kolom  (6) : Diisi tarif cukai sesudah kenaikan tarif cukai  (tarif cukai baru). 
Kolom  (7) : Diisi hasil selisih tarif cukai baru dengan tarif cukai sebelum 

kenaikan dibandingkan dengan tarif cukai sebelum kenaikan. 
Kolom  (8) : Diisi jumlah produksi hasil tembakau dalam 12 bulan terakhir 

berdasarkan dokumen CK-1. 
Kolom  (9) : Diisi hasil perkalian antara jumlah produksi dengan proporsi 

kenaikan tarif cukai. 
 
 
 

 
 
 
 

DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 

      ANWAR SUPRIJADI 
       NIP 120050332 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
BEA DAN CUKAI NOMOR                         
P-26/BC/2009 TENTANG TATA 
CARA PENUNDAAN 
PEMBAYARAN CUKAI 

 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR  ..........(1)........................ 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....( 2 )..... TENTANG 

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA 
CUKAI.....(3)...... KEPADA.......(4)........ DI ........(5)......... 

 
MENTERI KEUANGAN, 

 
Menimbang        : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penyesuaian nilai 

cukai yang diberikan penundaan pembayaran cukai telah 
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor ...../BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan 
Pembayaran Cukai; 

b. bahwa ....(4)... di ...(5)... telah menyampaikan Surat 
Permohonan Penyesuaian Nilai Cukai Atas Pemberian 
Penundaan Pembayaran Cukai nomor ...(6).. tanggal ...(7)... 
dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut 
huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor ...(2).... Tentang Pemberian Penundaan atas 
Pemesanan Pita Cukai ....(3)..... kepada ...(4)... di ...(5)...; 

Mengingat          : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 
tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha 
Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan  
Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;  

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....................(8)............. 
 

 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan       :  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
...(2).... TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN ATAS 
PEMESANAN PITA CUKAI ....(3)..... KEPADA ...(4)... DI ...(5)... 
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PERTAMA        : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor.....(2)........tentang Pemberian Penundaan 
Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita 
Cukai.....(3).......Kepada.......(4)......Di......(5).......... diubah, sehingga 
keseluruhan Diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai 
berikut : 
PERTAMA :  Kepada .....(4).... di ....(5).... diberikan penundaan 

pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai 
.......(3).........sebesar: 
a. .........(9)........, (................(10)................), untuk 

barang kena cukai hasil tembakau jenis 
......(11).......; 

b. .........(9)........, (................(10)................), untuk 
barang kena cukai hasil tembakau jenis 
......(11).......; 

c. .................................................................................*) 
 

KEDUA           : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor...(2).... tentang Pemberian 
Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai 
.....(3)..... Kepada .....(4)..... Di .....(5)...... 

 
 
Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
3. .............(12).....................................; 
4. .............(4)....................................... 

  
Ditetapkan di ...(13) ... 

 pada tanggal ...(14) ... 
                                                                          a.n. MENTERI KEUANGAN 

      KEPALA KANTOR ...(15)..., 
 
 
 

        ..............(16).................  
        NIP ......(17)................. 
 

*) Jumlah dapat disesuaikan dengan jenis yang dimintakan penundaan 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 
Nomor (1)  : Diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan. 
Nomor (2) : Diisi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang 

pemberian penundaan pembayaran cukai sebelumnya. 
Nomor (3) : Diisi jenis barang kena cukai. 
Nomor (4) : Diisi nama perusahaan. 
Nomor (5) : Diisi lokasi perusahaan bersangkutan. 
Nomor (6) : Diisi Nomor Surat Pemohonan Penyesuaian Nilai Cukai. 
Nomor (7) : Diisi tanggal Surat Pemohonan Penyesuaian Nilai Cukai. 
Nomor (8) : Diisi Nomor dan tentang dari Peraturan Menteri Keuangan 

terkait kebijakan perubahan hje dan/atau tarif cukai. 
Nomor (9) : Diisi jumlah penyesuaian penundaan nilai cukai yang disetujui 

dalam angka. 
Nomor (10) : Diisi jumlah penyesuaian penundaan nilai cukai yang disetujui 

dalam huruf. 
Nomor (11) : Diisi jenis barang kena cukai. 
Nomor (12)  Diisi Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor yang membawahi 

perusahaan. 
Nomor (13) : Diisi lokasi penetapan keputusan. 
Nomor (14) : Diisi tanggal penetapan keputusan. 
Nomor (15) : Diisi nama kantor. 
Nomor (16) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani keputusan 

penundaan pembayaran cukai. 
Nomor (17) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani keputusan 

penundaan pembayaran cukai. 
 
         
 
 
 

 
 
DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332 
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LAMPIRANVII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
BEA DAN CUKAI NOMOR                         
P-26/BC/2009 TENTANG TATA 
CARA PENUNDAAN 
PEMBAYARAN CUKAI 

 
TATA CARA PENCAIRAN JAMINAN BANK ATAU EXCISE BOND 

1. Kepala Kantor: 
a.  Menerbitkan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) kepada pihak penjamin pada hari 

pertama setelah hari jatuh tempo penundaan terlewati, yang meminta agar 
pihak penjamin segera mencairkan jaminan.  

b.    Menerbitkan Surat Tagihan (STCK-1) kepada Pengusaha Pabrik atau Importir 
pada hari pertama setelah hari jatuh tempo penundaan terlewati, untuk segera 
melunasi utang cukai yang telah lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi 
berupa denda. 

c.     Apabila sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan surat 
pencairan jaminan untuk jaminan bank atau 14 (empat belas) hari kerja sejak 
tanggal diterbitkan surat pencairan jaminan untuk jaminan perusahaan 
asuransi, jaminan belum dicairkan atau utang cukai belum dilunasi , Kepala 
Kantor memberitahukan secara tertulis kepada pihak penjamin untuk segera 
mencairkan jaminan.  

d.     Apabila sampai dengan 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo jaminan 
belum dicairkan oleh penjamin, menerbitkan Surat Tagihan  (STCK-2) kepada 
Pengusaha Pabrik atau Importir dilanjutkan dengan mekanisme penagihan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e.  Mengembalikan jaminan dalam hal utang cukai yang lewat jatuh tempo dan 
sanksi administrasi berupa denda telah diselesaikan sesuai ketentuan. 

2. Penjamin: 
a.  Menerima SPJ dari Kepala Kantor. 
b.  Melakukan klarifikasi kepada pihak yang dijamin (Pengusaha Pabrik atau 

Importir) terkait dengan mekanisme pembayaran. 
c.    Melakukan pencairan jaminan seusai SPJ, dalam hal pihak yang dijamin 

(Pengusaha Pabrik atau Importir) tidak melunasi utang cukai yang telah lewat 
jatuh tempo. 

3. Pengusaha Pabrik atau Importir: 
a.  Menerima STCK-1 dari Kepala Kantor. 
b.  Menerima klarifikasi dari penjamin atas SPJ dari Kepala Kantor. 
c.  Melunasi utang cukai yang lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi berupa 

denda dengan cara: 
i. membayar utang cukai yang lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi 

berupa denda dan menyerahkan bukti pembayaran berupa SSPCP ke 
kantor; atau 

ii. melunasi sanksi administrasi berupa denda dan meminta kepada penjamin 
untuk mencairkan jaminan.  

d.  Menarik jaminan yang telah diserahkan ke Kantor dengan membawa Bukti 
Penerimaan Jaminan (BPJ) dalam hal utang cukai yang lewat jatuh tempo dan 
sanksi administrasi berupa denda telah diselesaikan sesuai ketentuan.  

 
 

DIREKTUR JENDERAL 
 
 
 
ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332 


